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: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten
Padang Pariaman Nomor 6);

Keputusan Camat Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang
Pariaman Nomor 06/SK/CNS/2021 Tentang Rencana Strategis
Kecamatan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2021-2026



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Keputusan Camat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman

Tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Kecamatan Sungai

Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Tahun

2025 sebagimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah

Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1

(satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2025 dan berakhir pada

tanggal 31 Desember 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang

Pariaman sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah

sebagai :

a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Sungai
Geringging Kabupaten Padang Pariaman

c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.

d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Tahun
2025 sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Sungai Geringging

Kabupaten Padang Pariaman.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Sungai
Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan
kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun
pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan kita yang
tercinta.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun 2025 merupakan suatu
perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh
Kecamatan Sungai Geringging yang mengacu kepada sasaran strategis dan
indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sungai
Geringging Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya di Kecamatan Sungai Geringging Melalui pendekatan partisipatif,
kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas
hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen
masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif
dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi
dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui
proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang
tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas
dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan
dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun 2025 ini
dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.
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ga.f%erlngglng, 28 Mei 2025
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencaa Pembangunan Daerah (RPD) dimana
dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat
kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta rencana
pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra
Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat
Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu Renstra. Selanjutnya
dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan
maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan
dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan
penyusunan Renja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Sungai Geringging
Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era

otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui



pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis
maupun tantangan.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025 adalah
dokumen perencanaan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman untuk
Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang
didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi Masyarakat yang
tumbuh berkembang di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya
dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah. Tahap penetapan
rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh
Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat
Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program
dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenan.

Renja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dang sejalan dengan arah pembangunan
nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun
keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja
Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
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perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat
Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci

mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan



demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra,
yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di
mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat
antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro.
Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat

kecamatan berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Garinggiang dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging disusun dengan mengacu
pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima
tahun ke depan, dan Renja Kecamatan Sungai Geringging merupakan salah satu instrumen
implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah
ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun.
Renja Kecamatan Garinggiang merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target
tahunan yang lebih operasional.

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup
berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Kecamatan Sungai Geringging
dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur.
Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Kecamatan Sungai Geringging dengan
RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke
sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai
dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang
mendukung sasaran RPJMD, Kecamatan Sungai Geringging dapat berkontribusi secara
efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa
anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten

Padang Pariaman.



b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun
2025

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging merupakan implementasi
dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk
mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD
menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja

Kecamatan Sungai Geringging akan menyelaraskan program-programnya untuk

mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Kecamatan ini disusun dengan

memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan
spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2025 memberikan panduan bagi Kecamatan Sungai Geringging untuk menetapkan

sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Kecamatan Sungai Geringging

diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran
jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Kecamatan Sungai Geringging untuk

merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja

Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas

kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya

sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa
program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Kecamatan Sungai Geringging juga perlu
memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan
daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Kecamatan didesain untuk mengoptimalkan
anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang
mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal
pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan
secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan,

serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.



c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Geringging dengan
Rencana Strategis Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima
tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari
Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu
tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan
konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra
agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan
strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan
yang dilakukan oleh Kecamatan Sungai Geringging tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga
berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam
konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras
dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan
indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang
kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi
sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka
pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan
capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan
alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus
mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang
direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis
dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan,
tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang

tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini

penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan
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riill perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung

pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan

yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah

diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2.

Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Sungai

Geringging Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6792);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 7 Tahun 2008);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);



1.3

17. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025

adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman

dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target

sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan

Sungai Geringging untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Sungai Geringging.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025 adalah

antara lain sebagai berikut:

1.

Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan
daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan
berkesinambungan;

Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Geringging
selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;

Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan
kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025;

Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan
Kecamatan Sungai Geringging Tahun 2025; dan

Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Sungai Geringging Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Perubahan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB |. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD

agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja
OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan
Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah,
dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran OPD.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar

isi dokumen.

BAB Il.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil’/keluaran yang
direncanakan;

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

23

24

2.5

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

kinerja pelayanan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1)

2)

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan OPD;

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi OPD;

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet
Goals);

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1)

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program
dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan

kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun



berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

3.2

3.3

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional

dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

OPD.

Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra OPD.

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan.

2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi:

a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.

b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok
masyarakat tertentu).

c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.

d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya.
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BABIV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

3) Rencana tindak lanjut.



BAB I
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami
berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara
umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan
baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan
mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan
untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit
kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat
tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam
evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan
melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan
pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan
perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan
Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara
efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan
rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan
evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan
pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih
baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target

indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :
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211 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

0 Program/Kegiatan/Sub Pencapaian Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan Target | Realisasi % Satuan (Rp) (Rp) %
Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 100 75,03 %
Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum o
Perangkat Daerah 100 86,29 %
1 Penyediaan Barang Cetak 12 10 83,33 Paket 4.051.000 2.867.500 70,78
dan Penggandaan
2 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 10 83,23 Laporan 12.570.750 6.966.300 55,42
3 | Penyelenggaraan Rapat 650 600 92,30 Laporan 135.976.150 115.787.405 85,15
Koordinasi Dan Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah 100 83,33 %
1 Penyediaan Jasa Surat 12 10 83,33 Laporan 14.627.000 11.749.000 80,32
Menyurat
JUMLAH 167.224.900 137.370.205 82,15

b. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

NO Program/Kegiatan/Sub Pencapaian Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan Target | Realisasi % Satuan (Rp) (Rp) %
Program Koordinasi
Ketentraman Dan Ketertiban 100 66,67 %
Umum
Kegiatan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketentraman 100 66,67 %
dan Ketertiban Umum
1 Harmonisasi Hubungan 12 8 66,67 Laporan 3.998.000 970.000 24,26
dengan Tokoh agama dan
Tokoh Masyarakat
JUMLAH 12 8 66,67 Laporan 3.998.000 970.000 24,26
c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
N Program/Kegiatan/Sub ‘ Pencapaian Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan Target | Realisasi % Satuan (Rp) (Rp) %

Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum

100 33,33 %




Kegiatan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum

0,
Sesuai Penugasan Kepala 100 33,33 %
Daerah
1 Pelaksanaan Tugas Forum 12 4 33,33 Dokumen 3.704.000 0 0
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
JUMLAH 12 4 33,33 Dokumen 10.693.500 0 0,00

d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi,

Pemerintahan Desa

Rekomendasi

dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan

Program/Kegiatan/Sub

MO Kegiatan

Pencapaian Kinerja

Anggaran

Realisasi Anggaran

Target

Realisasi

%

Satuan

(Rp)

(Rp)

%

Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa

100

83,33

%

Kegiatan Fasilitasi,
Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

100

83,33

%

1 Fasilitasi Penyusunan
Peraturan Desa Dan
Peraturan Kepala Daerah

12

10

83,33

Dokumen

1.500.000

350.000

28,00

JUMLAH

12

10

83,33

Dokumen

1.500.000

350.000

28,00

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
— Program/Kegiatan/Sub Pencapaian Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan Target | Realisasi %o Satuan (Rp) (Rp) %
Program Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 100 100 %
Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan,
Pengganggaran dan Evaluasi 100 100 100 %
Kinerja Perangkat Daerah
1 Penyusunan Dokumen 6 6 100 Dokumen 2.870.000 1.790.000 62,37
Perencanaan Perangkat
Daerah
2 | Evaluasi Kinerja 1 1 100 Laporan 2.040.000 690.000 33,82
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 100 100 %
Perangkat Daerah
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1 Penyediaan Gaji Dan 11 11 100 orang/bulan 385.744.033 362.001.946 94,21
Tunjangan ASN
2 | Koordinasi Dan Penyusunan 1 1 100 Laporan 42.830.000 34.040.000 88,82
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Administrasi Umum Perangkat 100 100 %
Daerah
1 Penyediaan Peralatan dan 1 1 100 Paket 230.000 220.000 95,65
Perlengkapan Kantor
2 | Penyediaan Peralatan Rumah 4 4 100 Paket 4.891.900 3.998.500 81,74
Tangga
Penyediaan Jasa Penunjang 100 100 %
Urusan Pemerintah Daerah
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 12 100 Laporan 15.996.000 13.945.413 87,18
Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Pelayanan 12 12 100 Laporan 76.800.000 76.800.000 100
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik 100 100 %
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa 2 2 100 Unit 16.501.000 9.446.000 59,63
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas Atau Kendaraan
Dinas Jabatan
JUMLAH 547.902.933 502.931.859 91,79

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan
NO Program/Kegiatan/Sub Pencapaian Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan Target | Realisasi % Satuan (Rp) (Rp) %
Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan Pelayanan 100 100 %
Publik
Kegiatan Koordinasi
Penyelenggaraan Kegiatan o
Pemerintahan di Tingkat 100 100 %
Kecamatan
1 Koordinasi/Sinergi 6 6 100 Laporan 58.788.000 57.469.250 97,76
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
2 Peningkatan Efektifitas 5 5 100 Dokumen 1.710.000 1.220.000 71,35
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
JUMLAH 60.498.000 58.689.25000 | 97,01

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

[No |

Pencapaian Kinerja

Anggaran

Realisasi Anggaran




3 )
Prograrlr(lélg(i(;gt:lar:an/Sub Target | Realisasi & Satuan (Rp) (Rp) %
Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan 100 100 %
Kelurahan
Kegiatan Koordinasi o
Pemberdayaan Desa 100 100 %o
1 Peningkatan Partisipasi 8 8 100 Lembaga 3.751.150 2.806.500 74,77
Masyarakat Dalam Forum Kemasyarakatan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa
2 Peningkatan Efektifitas 12 12 100 Dokumen 10.514.000 8.718.000 82,92
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Umum

Program/Kegiatan/Sub

NO Kegiatan

Pencapaian Kinerja

Anggaran

Realisasi Anggaran

Target

Realisasi %

Satuan

(Rp)

(Rp) Y%

Program Koordinasi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

100

100

Y%

Kegiatan Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

100

100

Y%

1 Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

100 Laporan

7.706.250

5.560.700 72,16

JUMLAH

7.706.250

5.560.700 72,16

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan

Kepala Daerah

T Program/Kegiatan/Sub Pencapaian Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan Target | Realisasi | 70 Satuan (Rp) (Rp) %

Program Penyelenggaraan o

Urusan Pemerintahan Umum 100 100 %o

Kegiatan Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Umum o

Sesuai Penugasan Kepala 100 100 %

Daerah

1 Pembinaan Wawasan 60 60 100 Orang 19.410.000 22.998.300 84,09

Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pelestarian
Bhineka Tunggal Ika serta
Pemerintahan dan




Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
JUMLAH 19.410.000 22.998.300 84,09
f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
NO Program/Kegiatan/Sub Pencapaian Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan Target | Realisasi | 7° Satuan (Rp) (Rp) %
Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan 100 100 %
Desa
Kegiatan Fasilitasi,
Rekor.nendam dan Koordinasi 100 100 %
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
1 Fasilitasi Administrasi 8 8 100 Dokumen 1.000.000 130.000 13,00
Tata Pemerintahan Desa
2 | Fasilitasi Pengelolaan 6 6 100 Dokumen 4.670.000 420.000 8,99
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
3 Fasilitasi Pelaksanaan 6 6 100 Dokumen 960.000 190.000 19,79
Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
JUMLAH 6.630.000 740.000 11,16

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Program/Kegiatan/Sub

ALY, Kegiatan

Pencapaian Kinerja

Anggaran

Realisasi Anggaran

Target

.. )
Realisasi 7

Satuan

(Rp)

(Rp) Yo

Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota

100

100

Y%

Kegiatan Pengadaan Sarana
Dan Prasarana Gedung
Kantor Atau Bangunan
Lainya

100

100

Y%

1 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

300 Unit

39.960.000

29.623.000 99,35

JUMLAH

39.960.000

29.623.000 99,35
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Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa

hal, diantaranya :

a. Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanan

b. Adanya komitmen bersama antara Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Perjanjian
Kinerja yang telah ditanda tangani;

c. Adanya koordinasi yang baik antar pegawai di kecamatan

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam

pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

a. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal.

b. Adanya keterbatasan anggaran

c. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di kecamatan akibat

banyaknya jabatan Kasi yang tidak terisi.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
Program Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan panduan jangka
menengah yang bertujuan untuk mencapai target pembangunan dalam berbagai
aspek kehidupan masyarakat di tingkat kecamatan. Target capaian program Renstra
Kecamatan Tahun 2025 mencakup berbagai bidang, seperti peningkatan
infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Setiap target
ini memiliki implikasi yang beragam terhadap kehidupan masyarakat, tata kelola
pemerintahan, dan kebijakan pembangunan.
Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Kecamatan Tahun 2025:
a. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan
e Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan, kecamatan perlu meningkatkan kapasitas SDM,
baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini mungkin akan
mendorong pelaksanaan pelatihan atau pendidikan berkelanjutan bagi para
pegawai kecamatan.
o Transparansi dan Akuntabilitas: Renstra yang baik akan memerlukan

transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ini bisa
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b.

mendorong kecamatan untuk lebih terbuka dalam melaporkan hasil program
kepada masyarakat dan stakeholder terkait.

Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder: Target dalam Renstra
membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa,
masyarakat, dan sektor swasta. Implikasinya, kecamatan akan meningkatkan
upaya koordinasi dengan stakeholder untuk mencapai target capaian

program.

Implikasi terhadap Pembangunan Infrastruktur

Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik,
dan aksesibilitas yang lebih baik adalah sebagian dari target Renstra.
Implikasinya adalah kebutuhan anggaran yang besar serta pelaksanaan
proyek yang tepat waktu untuk memenuhi target capaian.

Perencanaan yang Lebih Matang : Program pembangunan infrastruktur
membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat memberikan manfaat
jangka panjang. Maka dari itu, kecamatan harus memastikan bahwa rencana
yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Pemeliharaan dan Pengelolaan : Infrastruktur yang dibangun memerlukan
perawatan yang baik agar tetap berfungsi maksimal. Ini menuntut adanya
pengalokasian anggaran khusus untuk pemeliharaan serta pengelolaan

fasilitas secara berkelanjutan.

c. Implikasi terhadap Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Target dalam
bidang kesehatan dan pendidikan akan mempengaruhi peningkatan fasilitas
dan tenaga kesehatan atau pendidikan. Misalnya, kecamatan mungkin perlu
merekrut tenaga tambahan atau meningkatkan fasilitas kesehatan dan
sekolah untuk memenuhi standar pelayanan.

Optimalisasi Teknologi: Renstra yang mencakup target pelayanan publik
berbasis teknologi akan mendorong penggunaan teknologi informasi.
Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan infrastruktur teknologi
serta melatih pegawai agar mampu mengoperasikan layanan berbasis digital.
Pengembangan Sistem Pengaduan: Untuk meningkatkan kualitas layanan

publik, kecamatan perlu menyediakan saluran pengaduan yang efektif,



sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran terkait

layanan yang diberikan.

d. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Target Renstra yang
mendukung pertumbuhan ekonomi akan mencakup program pengembangan
UKM di kecamatan. Ini akan mendorong kecamatan untuk menyediakan
pelatihan kewirausahaan serta akses permodalan bagi pelaku usaha.
Pengurangan Kemiskinan: Program yang diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan.
Kecamatan perlu menjalankan program-program yang efektif, seperti bantuan
sosial, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Jika Renstra mencakup
target untuk memanfaatkan sumber daya alam, implikasinya adalah perlunya
pengelolaan yang bijaksana agar tidak merusak lingkungan. Hal ini
membutuhkan perencanaan dan regulasi yang memastikan kelestarian

lingkungan.

e. Implikasi terhadap Sosial dan Kebudayaan

Penguatan Kearifan Lokal: Renstra yang menargetkan pelestarian budaya
lokal akan mendorong kecamatan untuk mengadakan kegiatan budaya yang
dapat memperkuat identitas masyarakat. Implikasinya adalah perlunya
dukungan anggaran untuk kegiatan kebudayaan dan pelibatan masyarakat
dalam pelestarian budaya.

Pengembangan Partisipasi Masyarakat: Program yang menekankan pada
partisipasi masyarakat akan menguatkan rasa kebersamaan dan gotong
royong di tingkat kecamatan. Ini bisa berdampak pada meningkatnya
keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti kerja bakti
dan kegiatan keagamaan.

Pencegahan Konflik Sosial: Target capaian yang berorientasi pada
kesejahteraan sosial juga memerlukan upaya pencegahan konflik, seperti
melalui program mediasi atau pelatihan manajemen konflik. Implikasinya
adalah kecamatan harus mempersiapkan tenaga yang kompeten dalam

mengelola konflik dan menjaga keamanan lingkungan.

21



2.1.6

Secara keseluruhan, target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025
memiliki berbagai implikasi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Untuk
mencapai target tersebut, kecamatan harus melakukan perencanaan yang matang,
alokasi anggaran yang memadai, serta kolaborasi yang efektif dengan masyarakat
dan stakeholder terkait. Dengan begitu, target yang direncanakan dapat terlaksana
dengan baik, sesuai harapan, dan membawa dampak positif bagi pembangunan

serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan lintas instansi serta
memaksimalkan sumberdaya yang ada;

b. Perbaikan/perubahan terhadap target capaian dan perubahan / penambahan
pagu anggaran terhadap kegiatan prioritas;

c. Melakukan efisiensi terhadap alokasi belanja operasional kegiatan;

d. Peningkatan disiplin kinerja aparatur terkait tugas pokok dan fungsi kecamatan
dan peningkatan kapasitas aparatur perencana (SDM) melalui sosialisasi,
bimbingan teknis dan/atau pelatihan lainnya;

e. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu baik

lingkup internal maupun terhadap perangkat daerah lainnya,;



Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Geringging dan Pencapaian Renstra Kecamatan
Sungai Geringging s/d Tahun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2023)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Target Realisasi
Kinerja Target Target Perangkat Daerah s/d
Urusan/Bidang Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil pr:()gr?ntl dan tahun 2024
e Urusan Pemerintahan Program Program Program dan e F:::\j:\n Rea|i§35i Tinglfat
Daerah Dan (outcomes)/ (Renstra Keluaran Target Renja Renja Perangkat Capaian Sl
Program/Kegiatan Kegiatan (output) Perangkat Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Tingkat Daerah tahun Program dan I}eallsas
Daerah) dengan Daerah Daerah tah Realisasi (%) 2024 Keglatan.s/d i Target
Tahun2024 | tahun2022 | tahun2023 | D2€ran tanun ) tahun berjalan | Renstra
2023 2024 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 PROGRAM Persentase % 100% % 100% 100%
1 PENUNJANG URUSAN rekomendasi LHE 100% 100% 100%
PEMERINTAHAN SAKIP yang
LA citindeKlaniuti Nilai c Nilai B B BB BB BB
KABUPATEN/KOTA
Persentase Temuan % 100% % 100% 100% 100% 100% 100%
BPK yang
Ditindaklanjuti
0 2 Perencanaan, Jumlah dokumen % 85% % 94% 94% 100% 100% 100%
1 Penganggaran, dan perencanaan sesuai
Evaluasi Kinerja aturan dan tepat
Perangkat Daerah waktu
Jumlah laporan % 85% % 94% 94% 100% 100% 100%
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja  perangkat
daerah
0 2 Penyusunan Dokumen | Jumlah dokumen Dokumen 6 Dok Dokumen 6 Dok 6 Dok 5 dokumen 5 dokumen 100%
1 Perencanaan perencanaan sesuai
Perangkat Daerah aturan dan tepat
waktu
0 2 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Dokumen 4 Laporan Dokumen 4 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
1 Penyusunan Dokumen | RKA-SKPD dan
RKA- SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
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Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Administrasi Jumlah laporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keuangan Perangkat keuangan yang
Daerah sesuai dengan
perundang
undangan
Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang Orang / 14 orang/14 Orang / 14 orang/14 14 orang/14 14 14 100%
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Bulan bulan Bulan bulan bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
Tunjangan ASN
Penyediaan Jumlah Dokumen Dokumen 11 Dokumen Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Administrasi Hasil Penyediaan
Pelaksanaan Tugas | Administrasi
ASN Pelaksanaan Tugas
ASN
Administrasi Jumlah ASN yang % 90% % 90% 90% 100% 100% 100%
Kepegawaian terfasilitasi naik
Perangkat Daerah pangkat
Jumlah ASN yang
terfasilitasi gaji
berkala
Jumlah SKP ASN
Jumlah ASN
terfasilitasi
pembayaran TPP
Pengadaan  Pakaian | Jumlah Paket Paket 1 Unit Paket 1 Unit 1 Unit 20 Paket 20 Paket 100%
Dinas beserta Atribut | Pakaian Dinas
Kelengkapannya beserta Atribut
Kelengkapan
Peningkatan  Sarana | Jumlah Unit Unit 20 Paket Unit 20 Paket 20 Paket 1 Unit 1 Unit 100%
dan Prasarana Disiplin | Peningkatan Sarana
Pegawai dan Prasarana
Disiplin Pegawai
Pendataan dan | Jumlah Dokumen Dokumen 3 Dokumen Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100%
Pengolahan Pendataan dan
Administrasi Pengolahan
Kepegawaian Administrasi
Kepegawaian
Administrasi Umum Jumlah surat dinas 100% % 100% 100%
Perangkat Daerah yang teradministrasi
sesuai ketentuan
dan terdistribusi % 100% 100% 100%
sesuai tujuan
Jumlah pelayanan

yang terfasilitasi




Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket 20 Paket Paket 20 Paket 20 Paket
dan Perlengkapan | Peralatan dan
Kantor Perlengkapan Kantor Paket 4 Paket 4 Paket 100%
yang Disediakan
Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket 7 Laporan Paket 7 Laporan 7 Laporan
Rumah Tangga Peralatan Rumah Paket 4 Paket 4 Paket 100%
Tangga yang
Disediakan
Penyediaan Bahan | Jumlah Dokumen 50 Paket Dokumen 50 Paket 50 Paket 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Bacaan dan Peraturan | Bahan Bacaan dan
Perundang-undangan Peraturan Dokumen
Perundang-
Undangan yang
Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket 1 Dokumen Paket 1 Dokumen 1 Dokumen
Komponen Instalasi | Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Paket 12 Paket 12 Paket 100%
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
Fasilitasi  Kunjungan | Jumlah Laporan 6 Paket Laporan 6 Paket 6 Paket
Tamu Fasilitasi Kunjungan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100%
Tamu
Penyelenggaraan Jumlah Laporan 20 Laporan Laporan 20 Laporan 20 Laporan
Rapat Koordinasi dan | Penyelenggaraan 450 Laporan 450 Laporan 100%
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi Laporan
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Jumlah 80% % 80% 80%
Milik Daerah penambahan nilai % 86% 86% 86%
Penunjang Urusan aset
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan | Jumlah Unit 1 Unit R2 Unit 1 UnitR2 1 Unit R2 1 Unit R2 1 UnitR2 100%
Perorangan Dinas Kendaraan
atau Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Unit
Jabatan atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang
Disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Unit Unit Unit Unit Unit 4 Unit 4 Unit 100%
yang Disediakan
Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana Unit 3 unit Unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100%

dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
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1 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana Unit 1 Unit Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100%
0 dan Prasarana Gedung | dan Prasarana
Kantor atau Bangunan | Gedung Kantor atau
Lainnya Bangunan Lainnya
yang Disediakan
1 Pengadaan Kendaraan | Jumlah Unit Unit 1 Unit Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100%
1 Dinas Operasional Kendaraan Dinas
atau Lapangan Operasional atau
Lapangan yang
Disediakan
0 Penyediaan Jasa Jumlah jasa % 100% % 100% 100% 100% 100% 100%
8 Penunjang Urusan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah | pemerintah yang
tersedia
Jumlah jasa
penunjang
perkantoran  yang
disediakan
0 Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Laporan 700 arsip Laporan 700 arsip 700 arsip 12 Laporan 12 Laporan 100%
8 Menyurat Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
0 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Laporan 12 tagihan/ Laporan 12 tagihan/ 12 tagihan/ 12 Laporan 12 Laporan 100%
8 Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa tahun tahun tahun
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Laporan 15 unit/tahun Laporan 15 unit/tahun | 15 unit/tahun 12 Laporan 12 Laporan 100%
Peralatan dan Penyediaan Jasa
Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
0 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Laporan 4 Orang/12 Laporan 4 Orang/12 4 Orang/12 12 Laporan 12 Laporan 100%
8 Pelayanan Umum Penyediaan Jasa bulan bulan bulan
Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
0 Pemeliharaan Barang | Jumlah objek aset % 100% % 100% 100% 100% 100% 100%
9 Milik Daerah yang terkelola
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
0 Penyediaan Jasa | Jumlah total nilai Unit 2 unit/tahun Unit 2 unit/tahun 2 unit/tahun 2 unit/tahun 2 unit/tahun 100%
9 Pemeliharaan, Biaya | aset
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas

Jabatan




0 Pemeliharaan/Rehabil | Jumlah Gedung Unit 1Gedung/Tah Unit 1Gedung/Tah | 1Gedung/Tah 2 Unit 2 Unit 100%
9 itasi Gedung Kantor | Kantor dan un un un
dan Bangunan Lainnya | Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabili
tasi
1 Pemeliharaan/Rehabil | Jumlah Sarana dan Unit 10 buah/ Unit 10 buah/ 10 buah 2 Unit 2 Unit 100%
0 itasi Sarana dan | Prasarana Gedung tahun tahun /tahun
Prasarana Gedung | Kantor atau
Kantor atau Bangunan | Bangunan Lainnya
Lainnya yang

Dipelihara/Direhabili
tasi

0 Peningkatan Jumlah Lembaga Lembaga 100% Lembaga 100% 100% 8 Lembaga 8 Lembaga 100%
1 Partisipasi Masyarakat | Kemasyarakatan Kemasarakat Kemasarakat Kemasayarakat | Kemasayarakat
dalam Forum | yang Berpartisipasi an an an an
Musyawarah dalam Forum
Perencanaan Musyawarah
Pembangunan di Desa | Perencanaan
Pembangunan di
Desa
0 Sinkronisasi  Program | Jumlah Laporan Dokumen 100% Dokumen 100% 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
2 Kerja dan Kegiatan | Peningkatan
Pemberdayaan Efektivitas Kegiatan
Masyarakat yang | Pemberdayaan
Dilakukan oleh | Masyarakat di
Pemerintah dan | Wilayah Kecamatan
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Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan

Peningkatan Jumlah Dokumen Dokumen 100% Dokumen 100% 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Efektifitas  Kegiatan | Sinkronisasi Program
Pemberdayaan Kerja dan Kegiatan
Masyarakat di Wilayah | Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat yang
Dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
PROGRAM Persentase Desa % 100% % 100% 100% 90% 90% 90%
PEMBINAAN DAN Mandiri di
PENGAWASAN Kecamatan
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi, Jumlah Laporan % 100% % 100% 100% 92% 92% 92%
Rekomendasi dan Fasilitasi,
Koordinasi Rekomendasi dan
Pembinaan dan Koordinasi
Pengawasan Pembinaan dan
Pemerintahan Desa Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan | Jumlah Dokumen Dokumen 100% Dokumen 100% 100% 8 dokumen 8 dokumen 100%
Peraturan Desa dan | yang Difasilitasi
Peraturan Kepala Desa | dalam rangka
Penyusunan
Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala
Desa
Fasilitasi Administrasi | Jumlah Dokumen Dokumen 100% Dokumen 100% 100% 8 dokumen 8 dokumen 100%
Tata Pemerintahan | yang Difasilitasi
Desa dalam rangka
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan | Jumlah Dokumen Dokumen 100% Dokumen 100% 100% 6 dokumen 6 dokumen 100%

Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa

yang Difasilitasi
dalam rangka
Pengelolaan

Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa




Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas dan  Fungsi
Badan
Permusyawaratan
Desa

Jumlah Dokumen
Fasilitasi dalam
rangka Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi
Badan
Permusyawaratan
Desa

Dokumen

100%

Dokumen

6 dokumen

6 dokumen

100%




Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan Laporan 6 Laporan Laporan 6 Laporan 100% 8 Laporan 8 Laporan 100%
Perencanaan dan | Koordinasi/Sinergi
Pelaksanaan Kegiatan | Perencanaan dan
Pemerintahan dengan | Pelaksanaan
Perangkat Daerah dan | Kegiatan
Instansi Vertikal | Pemerintahan
Terkait dengan  Perangkat
Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Peningkatan Jumlah Dokumen Dokumen 15 Dokumen Dokumen 15 Dokumen 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Efektifitas Kegiatan | Peningkatan
Pemerintahan di | Efektifitas Kegiatan
Tingkat Kecamatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi % % 83% 83% 83%
Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum
Koordinasi /Sinergi | Jumlah Dokumen Dokumen 4 Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4
dengan Perangkat | Koordinasi /Sinergi Dokumen|
Daerah dan/atau | dengan  Perangkat
Instansi Vertikal yang | Daerah dan/atau
terkait dalam | Instansi Vertikal
pemeliharaan Sarana | yang terkait dalam
dan Prasarana | pemeliharaan
Pelayanan Umum Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Umum
PROGRAM Presentase % 100% % 100% 100% 90% 90% 90%
KOORDINASI kantrantibmas dan
KETENTRAMAN DAN pencegahan tindak
KETERTIBAN UMUM kriminal yang
dilaksanakan
Koordinasi Upaya Jumlah laporan % 100% % 100% 100% 92% 92% 92%
Penyelenggaraan Koordinasi  Upaya
Ketenteraman dan Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketentraman  dan
Ketertiban Umum
Jumlah laporan % 100% % 100% 100% 92% 92% 92%
koordinasi
Penerapan dan
Penegakan
Peraturan  Daerah
dan Peraturan

Kepala Daerah




Sinergitas dengan | Jumlah Laporan Hasil Laporan 12 Laporan Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 12
Kepolisian Negara | Sinergitas  dengan Laporan
Republik  Indonesia, | Kepolisian  Negara
Tentara Nasional | Republik Indonesia,
Indonesia dan Instansi | Tentara Nasional
Vertikal di  Wilayah | Indonesia dan
Kecamatan Instansi  Vertikal di

Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Jumlah Laporan Laporan 12 Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12
Hubungan dengan | Pelaksanaan Laporan
Tokoh Agama dan | Harmonisasi
Tokoh Masyarakat Hubungan dengan

Tokoh Agama dan

Tokoh Masyarakat




Pembinaan Wawasan | Jumlah Orang yang Orang 3 Kali Orang 3 Kali 3 Kali 60 orang 60 orang 60
Kebangsaan dan | Mengikuti orang
Ketahanan  Nasional | Pembinaan
dalam rangka | Wawasan
Memantapkan Kebangsaan dan
Pengamalan Pancasila, | Ketahanan Nasional
Pelaksanaan Undang- | dalam rangka
Undang Dasar Negara | Memantapkan
Republik Indonesia | Pengamalan
Tahun 1945, | Pancasila,
Pelestarian Bhinneka | Pelaksanaan
Tunggal Ika serta | Undang-Undang
Pemertahanan dan | Dasar Negara
Pemeliharaan Republik Indonesia
Keutuhan Negara | Tahun 1945,
Kesatuan Republik | Pelestarian Bhinneka
Indonesia Tunggal lka serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan  Republik
Indonesia
Pelaksanaan Tugas | Jumlah Dokumen Dokumen 100% Dokumen 100% 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 12
Forum Koordinasi | Tugas Forum Dokum
Pimpinan di | Koordinasi Pimpinan en

Kecamatan

di Kecamatan




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan
berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil
dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan
teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Urusan
tersebut meliputi berbagai bidang, seperti pelayanan masyarakat, pengelolaan
administrasi, serta koordinasi dan pembinaan terhadap perangkat desa atau
kelurahan di wilayah kecamatan.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang SOTK,
Kecamatan Sungai Geringging sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat bertugas :

a.

b.

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat daerah di kecamatan,;

. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;

. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di
kecamatan;

Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten; dan

Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan
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dan/atau yangbelum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan

fungsi

a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;

d. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

)

2)

3)

4)

5)

Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah
perencanaanpembangunan di nagari dan kecamatan;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja
baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan,;

Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja
pemerintah maupun swasta;

Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja

perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,

meliputi;

1)

2)

Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah
kecamatan;

Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah
kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum

masyarakat di wilayah kecamatan; dan



3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban

kepada bupati.

f. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang -

undangan, meliputi;

1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan
dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan

3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang- undangan di wilayah kecamatan kepada bupati

g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;

1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada bupati.
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan yaitu:

1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan
instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;

3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan; dan

4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan kepada Bupati.

i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yaitu:

1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
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2)

3)

4)

5)

nagari;

Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi

pelaksanaan administrasi nagari;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;

Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di

tingkat kecamatan; dan

Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.

j- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yangbelum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:

)

2)

3)

4)

5)

Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

kecamatan;
Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
p elayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada

masyarakat diwilayah kecamatan,;

Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah kecamatan kepada bupati.

k. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang

meliputi Aspek :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

perizinan.
rekomendasi.
koordinasi.
pembinaan.
pengawasan.
fasilitasi.
penetapan.

penyelengaraan.



Pelaksanaan administrasi kecamatan;

. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

dilingkungan kecamatan;

. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas -

tugas Camat;

. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan,

umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta

pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan

subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai

fungsi :

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;

Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum
dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta
hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;

Penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;

Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-
langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;

Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan
umum dilingkungan kecamatan;

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di
lingkungan Kecamatan,;

Pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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3. Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam
mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi
pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik,
kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan
pelayanan Pemerintahan di Kecamatan,;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi
vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi
pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik,
kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;

d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;

e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari,

meliputi :

1) Penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi
pelaksanaan administrasi nagari;

2) Pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;

3) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari
dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk
mendapat pengesahan;

4) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan
pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;

5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat
kecamatan;

6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan



pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
Penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan
penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke

Kecamatan;

Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasdan fungsinya

. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan

upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  serta

mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati di kecamatan mendasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta

pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan

kegiatan ketenteramandan ketertiban umum di Kecamatan;

. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum

dan sistim keamanan lingkungan;

Pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan,
kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai

program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di

wilayah kecamatan,;

Penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM,
Ormas dalam wilayah kecamatan;

Fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk
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penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur
hukum;

. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja
kecamatanuntuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
di wilayah kecamatan;

. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada

Kecamatan yang bersangkutan;

i. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

j. Pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk

Hukum Daerahlainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan
ketertiban ditingkat kecamatan,;
. Penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi
P enanggulangan bencana,bencana alam dan mengevaluasi penanganannya
dalam wilayah kecamatan;
.Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan,
keindahandan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke

Kecamatan;

. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraanketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada

Camat;

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya

penyelenggaran pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian,

produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian

pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.



Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;

Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat
daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan
pemberdayaan masyarakat;

Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan,;

Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah
maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kerja kecamatan,;

Pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

Penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja

pemerintah maupun swasta;

Pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan diwilayah kecamatan;

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat
Kecamatan;

Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke

Kecamatan;

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerjakecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang
membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam

melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan
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dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan
bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan,;

b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat
daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan,
pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan
bantuan bencana alam;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah
sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan,
kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah
kecamatan;

d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial
masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

e. Penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat
keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;

f. Pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan
Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan,
Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;

g. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana
dan wabah penyakit skala kecamatan;

h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta
kerawanan sosial skala kecamatan;

i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke

Kecamatan;

j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di
wilayah kerjakecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat
daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;

k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;



7. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelengaraan
pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu
keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang
pelayanan umum di Kecamatan,;

b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat
daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

c. Pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
d. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di kecamatan;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pelayanan umum;

g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke

Kecamatan;

h. Penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
di wilayah kecamatan;

i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan
dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi

urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalammelaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta
pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di
lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan

keuangan menyelenggarakan fungsi;
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Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja,
anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan

Kecamatan;

. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;

Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan
aset Kecamatan;

Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertangggungjawaban
program,kegiatan dan keuangan Kecamatan,;

Pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;

Pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi

ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di

lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

a.

Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi

kepegawaian;

Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan
perlengkapan,keamanan kantor serta kenyamanan kerja;

Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi
pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi,
mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;

Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;

Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta
keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;

Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar



OperasionalProsedur (SOP) pada Dinas

g. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM) pegawai;

h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan

i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana

PemeliharaanBarang Unit (RPBU);

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasdan fungsinya;

. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasdan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Kecamatan

Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran

yang akan dicapai sebagai berikut :

a). Tujuan 1.
2.
b). Sasaran 1.
2.
3.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang
efektif, akuntabel dan berintegritas.
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas
Umum Pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan
pelaksanaan urusan pemerintahan umum
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat

dalam Proses Pembangunan
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Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Geringging
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Target Renstra Perangkat daerah Realisasi Proyeksi Catatan
No | Indikator Kinerja tahun 2023 | Indikator Kinerja tahun 2024 Capaian Capaian Analisis
2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026
1. Persentase Jumlah Persentase Jumlah
penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan
umum yang terselenggaranya pemerintahan umum yang 100% | 100% | 100% | 100 % | 95% 95% 100% | 100%
ditingkat kecamatan terselenggaranya ditingkat
kecamatan
2. | Persentase Pelayanan Perizinan Indeks Kepuasan Layanan
dan Non Perizinan yang dilayani Masyarakat 100% | 100% | 100% | 100% 95% 100% | 100% | 100%

3. Persentase pelayanan yang Presentase partisipasi
tepat waktu masyarakat desa terhadap 100% 100% | 100% | 100% 95% 100% | 100% | 100%
pembangunan daerah
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Hasil penilaian Evaluasi
SAKIP dari Inspektorat B BB BB A B B

BB BB




Analisis kinerja pelayanan kecamatan merupakan langkah krusial dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita
dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja
pelayanan kecamatan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Melalui analisis ini, kita dapat
mengukur sejauh mana kecamatan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,
serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan Sungai Garingging Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Garinggiang Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2024
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2024 Interprestasi
Target | Realisasi %
1. Menyelenggarakan Urusan Persentase jumlah % 100 95 95 Berhasil
Pemerintahan Umum di penyelenggaraan
Tingkat Kecamatan pemerintahan umum yang
terselenggaran ditingkat
kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Persentase Pelayanan % 100 100 100 Berhasil
Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan
yang dilayani
Persentase pelayanan yang % 100 100 100 Berhasil
tepat waktu
3. Meningkatkan Tata kelola Nilai SAKIP Kecamatan Nilai BB B 85 Berhasil

Pemerintahan Kecamatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :

1) Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani

2) Persentase pelayanan yang tepat waktu

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :

1) Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaran

ditingkat kecamatan
2) Nilai SAKIP Kecamatan
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l. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat

Kecamatan.
Tabel 2.2.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2024 Interprestasi
Target | Realisasi | %

1. | Menyelenggarakan 1. | Persentase jumlah % 100 95 95 Berhasil

Urusan Pemerintahan penyelenggaraan

Umum di Tingkat pemerintahan umum

Kecamatan yang terselenggaran

ditingkat kecamatan

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan,
penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus
utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum
sebesar 100%.

Dari data yang terkumpul, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan
pemerintahan umum di kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari
pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang
terselenggara mencapai 95% yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang
telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan,
serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan
transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan
di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna
memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih
efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga, sehingga kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat

pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai ini




tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Il. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2023 Interprestasi
Target | Realisasi | %
1. | Meningkatkan Kualitas | 1. | Persentase Pelayanan % 100 100 100 Berhasil
Pelayanan Publik Perizinan dan Non
Perizinan yang dilayani
2. | Persentase pelayanan % 100 100 100 Berhasil
yang tepat waktu

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah
berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, tepat,
dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama
dalam dua aspek penting: persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani
serta persentase pelayanan yang tepat waktu.

Capaian persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani di tingkat
kecamatan mencapai 100% Angka ini mencerminkan upaya maksimal pemerintah
kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk
berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan
peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu
dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga

menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 100%. Pelayanan yang
tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan
publik. Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-
perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh
aparatur kecamatan. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih
baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta penyederhanaan prosedur yang
memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah

kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong
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untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan
kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di
tingkat kecamatan. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk
memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam

menciptakan masyarakat yang sejahtera.

[I. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 3

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2023 Interprestasi
Target | Realisasi | %
Meningkatkan Tata Nilai SAKIP Nilai BB B 85 Kurang berhasil
kelola Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi
salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan
hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah
kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai 850%, yang mencerminkan
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh melalui penilaian terhadap
berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil dalam
menyusun rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan program-program secara efektif,
serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan
kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan
pengembangan kompetensi, aparatur kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi
tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan
teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga turut
mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk

mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.



Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah
kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan.
Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam
setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses
pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah
semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah
awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk
terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator
Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten
Padang Pariaman tahun 2023 :

Tabel 2.2.4
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Sungai Garingging
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Target IKD Perangkat Realisasi Proyeksi Catatan Analisis
No | Indiaktor Kinerja Daerah Daerah Capaian Capaian
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1. | Persentase Pelaksanaan 100 100 100 100 95% | 100 96% | 97%
Pelayanan Kecamatan % % % % %
2. | Persentase Partisipasi 100 100 100 100 100% | 100 96% | 97%
Masyarakat Desa % % % % %
terhadap Pembangunan
Daerah
3. | Persentase Trantibmas 100 100 100 100 95% | 95% 96% | 97%
dan Pencegahan Tindak % % % %
Kriminal Yang
dilaksanakan
4. | Persentase 100 100 100 100 100% | 95% | 96% | 97%
terselenggaranya urusan % % % %
pemerintahan umum di
Kecamatan
5. | Persentase terbina dan 100 100 100 100 | 95% 100 96% | 97%
pengawasan % % % % %

pemerintahan desa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
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Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Geringging
dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga
indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah
kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang
berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Geringging
sebagai berikut :

a. Tingkat Kinerja Kecamatan Sungai Geringging dari 5 indikator terdapat 3

indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
1. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan
2. Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan
3. Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kecamatan Sungai Geringging antara lain :
1. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di kecamatan akibat
banyaknya jabatan Kasi yang tidak terisi
2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal
3. Belum Optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang
mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek
yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi
secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin
dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar
program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review,
diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama
pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku

kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan



dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga
rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu
menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen
semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan
mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik
untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan
kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan,
program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan
efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan
dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai
tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Kecamatan Sungai Geringging

per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024 ( T-C 31)

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
P iat T t P Kegiat: .
rogram/K'egla an/Sub Lokasi Indikator Kinerja arge Pagu Indikatif rogram/ f:gla an/Sub Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana | Penting
Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PROGRAM PENUNJANG | Kecamatan | Persentase  Terpenuhinya PROGRAM PENUNJANG Kecamatan . 746.616.162
i Pelayanan Pemerintahan 100% URUSAN S i Persentase . Terpenuhinya 100%
URUSAN  PEMERINTAHAN Sungai D h ungai Pelayanan Pemerintahan Daerah
DAERAH KABUPATEN | Geringging acra PEMERINTAHAN Geringging
/KOTA Nilai SAKIP  Perangkat 746.616.162 | DAERAH KABUPATEN Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Daerah  Hasil  Evaluasi BB . . B
/KOTA Hasil Evaluasi Inspektorat
Inspektorat
Persentase temuan BPK o Persentase temuan BPK yang o
yang ditindak lanjuti 100% ditindak lanjuti 100%
2 Nilai PEKPPP  Mandiri PROGRAM Nilai PEKPPP Mandiri B 6.590.000
PROGRAM Kecamatan Kecamatan Persentase PENYELENGGARAAN Kecamatan Kecamatan Persentase UKPP
PENYELENGGARAAN Sungai UKPP Kecamatan Bernilai B 6.590.000 PEMERINTAHAN DAN Suneai Kecamatan  Bernilai  Baik
PEMERINTAHAN DAN Gerliln gain Baik Persentase Sarana dan R PELAYANAN PUBLIK Gerliln gain Persentase Sarana dan Prasarana
PELAYANAN PUBLIK 88IME | prasarana Kecamatan dalam eeing Kecamatan dalam kondisi baik
kondisi baik
3 PROGRAM Persentase Lembaga PROGRAM Persentase Lembaga 100% 5.351.000
PEMBERDAYAAN Kecamatan | Kemasyarakatan Yang Aktif PEMBERDAYAAN Kecamatan Kemasyarakatan Yang Aktif
Sungai Persentase = UKM  yang 100% 5.351.000 | MASYARAKAT DESA Sungai Persentase UKM yang
MASYARAKAT DESA DAN . . cr ren . . o ees s
Geringging | difasilitasi dalam DAN KELURAHAN Geringging difasilitasi dalam
KELURAHAN
Pengembangan Usaha Pengembangan Usaha
0,
4 PROGRAM KOORDINASI, | Kecamatan | Persentase  Permasalahan EF({)%(};RD?II\\IA ASI Kecamatan Ezr;;r;tzzz dan K;gﬁ?fla:zn 100% 1.260.000
KETENTRAMAN DAN Sungai Keamanan dan Ketertiban 100% 1.260.000 ’ Sungai . yang
KETERTIBAN UMUM Geringging | yang terselesaikan KETENTRAMAN = DAN | = G i uing | torsclesaikan
erngging | yang lerseles KETERTIBAN UMUM eringeing
5 PROGRAM Kecamata Persentase  Partai  Politik PROGRAM Kecamata Persentase Partai Politik yang 100% 24.670.000
PENYELENGGARAAN S T e M i perwatdlan | 1 00% 24.670.000 | PENYELENGGARAAN Sun S| Memiliki+ Perwakilan  di
URUSAN PEMERINTAHAN | uneal ?Kg N ) erwakiia ° O URUSAN G unea Kecamatan
UMUM eringging | di fecamatan PEMERINTAHAN UMUM eringging
6 PROGRAM PEMBINAAN | Kecamatan Persentase Desa Mandiri di PROGRAM PEMBINAAN Kecamatan Persentase Desa Mandiri di 100% 2.400.000
DAN PENGAWASAN Sungai Kecamatan 100% 2.400.000 | DAN PENGAWASAN Sungai Kecamatan
PEMERINTAHAN DESA Geringging PEMERINTAHAN DESA Geringging




2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis

sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan

bukan oleh Kecamatan Sungai Geringging Namun dalam proses ini Kecamatan Sungai

Geringging mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan

masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Sungai

Geringging terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari

masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum

dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Perangkat Daerah sebelum

Tabel 2.5
No Program/Kfeg|atan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan
Kegiatan Volume
Rehab Jalan Kalawi menuju Kalawi, Nagari Kondisi perkerasan
1 Sungai Limau Kuranji Hulu jalan 3 km
Peningkatan Saluran Irigasi
Jalan Simp. Kalawi menuju Kalawi, Nagari Kondisi saluran
2 Banda Gadang Kuranji Hulu irigasi 500 m
Pembangunan Tali Banda Kampung Baru,
3 Jalan Kampung Baru Nagari Kuranji Hulu | Kondisi drainase 1700 m
Pasar Sungai
Pengaspalan dan Drainase Geringging, nagari Kondisi perkerasan
4 jalan lingkar pakan taranak Malai lll Koto jalan dan drainase 3 km
Pengaspalan jalan simpang 4
lambeh mudiak menuju Lambeh, Nagari Kondisi jalan
5 Durian Tuga Malai lll Koto perkerasan jalan 3 km
Ujung Tanah,
Pembangunan irigasi Banda Nagari Malai lll
6 kapau Koto Kondisi Irigasi 1 paket
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di
tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang
dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman
utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan
menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan
daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah
Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang
menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM
maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Sungai Geringging lebih
pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Kecamatan. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam
merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk kecamatan, agar selaras dengan visi
dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang
direncanakan pada tingkat kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan
target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja
Kecamatan Sungai Geringging adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan
selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus
diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas
nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang
relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan

nasional.



Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah

bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini

memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta

memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan

demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi

juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi

Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan
RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No

Visi RPJMN Tahun 2025-
2029

Visi Misi RPJMD Provinsi
Sumatera Barat Tahun
2025-2029

Visi Misi RPJMD
Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025-
2029

Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

Sumatera Barat Madani
yang Maju dan
Berkeadilan

Padang Pariaman Maju
dan Sejahtera

1.

Memperkokoh ideologi
Pancasila, demokrasi, dan
hak asasi manusia (HAM)

Pendidikan Merata,
Kesehatan Berkualitas

Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang
berkualitas dan
berintegritas

Memantapkan sistem
pertahanan keamanan
negara dan mendorong
kemandirian bangsa
melalui swasembada
pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi
digital, ekonomi hijau dan
ekonomi biru

Lumbung Pangan Nasional
Dan Ekonomi
Berkelanjutan

Menciptakan SDM yang
berkualitas dan berdaya
saing

Melanjutkan
pengembangan
infrastruktur dan
meningkatkan lapangan
kerja yang berkualitas
kreatif serta
mengembangkan
agromaritim industri di
sentra produksi melalui
peran aktif koperasi

Nagari/Desa Sebagai Basis
Kemajuan

Mewujudkan
Pembangunan Ekonomi
Inklusif, Maju dan Merata
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Memperkuat
pembangunan sumber
daya manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial dan
generasi Z) dan
penyandang disabilitas

Sumatera Barat Pusat
Perdagangan Dan Bisnis
Sumatera Bagian Barat

Mewujudkan Infrastruktur
yang Berkualitas dan
Berkelanjutan

Melanjutkan hilirisasi dan
mengembangkan industri
berbasis sumber daya
alam untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri

Membangun Infrastruktur

Berkeadilan Dan Siap
Tanggap

Bencana

Mewujudkan Kehidupan
Sosial

yang Religius, Harmonis
dan

Berbudaya

Membangun dari desa dan
dari bawah untuk
pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan
kemiskinan

Membangun Kehidupan
Beradat Dan Berbudaya

Berbasiskan Agama,
Kearifan

Lokal Melalui Dukungan

Keluarga Yang Berkualitas

Memperkuat reformasi
politik, hukum dan
birokrasi serta
memperkuat pencegahan
dan pemberantasan
korupsi, narkoba, judi dan
penyelundupan

Tingkatkan Daya Saing
Pariwisata Dan Akselerasi

Ekonomi Kreatif Untuk
UMKM

Memperkuat penyelasaran
kehidupan yang harmonis
dengan lingkungan, alam
dan budaya, serta
peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk
mencapai masyarakat
yang adil dan makmur

Tata Kelola Pemerintahan

Bersih Dan Pelayanan
Publik

Yang Efektif




Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten

Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.1.1

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman
dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Meningkatkan lapangan
kerja yang berkualitas,
mendorong

No Agendal/Prioritas Prioritas Pembangunan | Prioritas Pembangunan
Nasional RKPD Provinsi Sumatera | RKPD Padang Pariaman
BaratTahun 2025 Tahun 2025
Tema Tema Tema

1. |Prioritas Nasional 1: Prioritas 2. Prioritas 1.
Memperkokoh ideologi
pancasila, demokrasi dan |Meningkatkan tata Peningkatan Kualitas
hak azazi manusia kehidupan sosal Kehidupan Beragama

kemasyarakatan berlandaskan "adat
berdasarkan falsafah Adat |basandi syarak, syarak
basandi kitabullah"

2. |Prioritas Nasional 2: Prioritas 3. Prioritas 3.
Memantapkan sistem Penguatan Ketahanan
pertahanan keamanan Meningkatkan nilai tambah |Ekonomi yang Berkualitas
negara dan mendorong |dan produktifitas pertanian, |dan Berkeadilan
kemandirian bangsa perkebunan, peternakan
melalui swasembada dan perikanan
pangan, energi, air, Prioritas 4.
ekonomi syariah, ekonomi
digital, Meningkatkan usaha
ekonomi hijau, dan perdagangan dan industry
ekonomi biru kecil/menengah serta

ekonomi berbasis digital
Prioritas 5.

Meningkatkan ekonomi
kreatif dan berdaya Saing
kepariwisataan

Prioritas 6.

Meningkatkan
Pembangunan Infrastruktur
yang berkeadilan dan
berkelanjutan

3. |Prioritas Nasional 3: Prioritas 3. Prioritas 2.

Meningkatkan nilai tambah
dan
produktifitas pertanian,

Penguatan Infrastruktur
Publik yang ramah
lingkungan dengan
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kewirausahaan,
mengembangkan industri
kreatif, dan melanjutkan
pengembangan
infrastruktur

perkebunan, peternakan
dan perikanan

memperhatikan tata ruang
wilayah

Prioritas 5.

Meningkatkan ekonomi
kreatif dan

berdaya Saing
kepariwisataan

Prioritas 6.

Meningkatkan
Pembangunan Infrastruktur
yang berkeadilan dan
berkelanjutan

Prioritas 6.

Peningkatan kualitas
pelayanan dasar

Prioritas Nasional 4
Memperkuat
pembangunan sumber
daya manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga,
kesetaraan

gender, serta penguatan
peran perempuan,
pemuda, dan penyandang
disabilitas

Prioritas 1.

Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya

Manusia yang sehat,
berpengetahuan, terampil
dan berdaya saing

Prioritas 2.

Meningkatkan tata
kehidupan sosial
kemasyarakatan
berdasarkan falsafah Adat
Basandi Syara’ — Syara’
Basandi Kitabullah

Prioritas 4.

Peningkatan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas
dan Berdaya Saing dan
Berketahanan Sosial

Prioritas Nasional 5:

Melanjutkan hilirisasi dan
industrialisasi untuk
meningkatkan nilai tambah
di dalam negeri

Prioritas 3.

Meningkatkan nilai tambah
dan produktifitas pertanian,
perkebunan, peternakan
dan perikanan

Prioritas 4.

Meningkatkan usaha
perdagangan dan
industri kecil/menengah
serta ekonomi berbasis
digital

Prioritas 3.

Penguatan Ketahanan
Ekonomi yang
Berkualitas dan
Berkeadilan

Prioritas Nasional 6:
Membangun dari desa dan
dari bawah untuk

Prioritas 3.

Meningkatkan nilai tambah
dan produktifitas pertanian,

Prioritas 3.

Penguatan Ketahanan
Ekonomi yang




pemerataan ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan

perkebunan, peternakan
dan perikanan

Prioritas 4.

Meningkatkan usaha
perdagangan dan
industri kecil/menengah
serta ekonomi berbasis
digital

Prioritas 6.

Meningkatkan
Pembangunan Infrastruktur
yang berkeadilan dan
berkelanjutan

Berkualitas dan
Berkeadilan

Prioritas Nasional 7:
Memperkuat reformasi
politik, hukum, dan
birokrasi, serta
memperkuat pencegahan
dan

pemberantasan korupsi
dan

narkoba

Prioritas 7.

Mewujudkan tata kelola
Pemerintahan

dan pelayanan publik yang
bersih, akuntabel serta
berkualitas

Prioritas 5.

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

yang bersih, transparan
dan akuntabel

Prioritas Nasional 8:
Memperkuat penyelarasan
kehidupan yang harmonis
dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta
peningkatan toleransi
antarumat beragama
untuk mencapai
masyarakat yang adil dan
makmur

Prioritas 2.

Meningkatkan tata
kehidupan sosial
kemasyarakatan
berdasarkan falsafah Adat
Basandi Syara’ — Syara’
Basandi Kitabullah

Prioritas 1.

Peningkatan Kualitas
Kehidupan

Beragama berlandaskan
"adat basandi syarak,
syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk
mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah.
Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan
yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap
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perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta
berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat
dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk
mengevaluasi Kkinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas,
perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada,
sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya.
Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap
kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang
yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil.
Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat
yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan
daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan
meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan
dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan
dan sasaran Renja Kecamatan Sungai Garingging Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah
ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padag Pariaman

Tahun 2025 adalah ” MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS

UMUM PEMERINTAHAN KECAMATAN” dengan Indikator Tujuan ” Persentase

pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada

Camat” dan "MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH” dengan indikator tujuan “Nilai

SAKIP Pemerintah Daerah”

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Visi Misi Tujuan OPD Indikator Target | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target
Tujuan OPD | 2025 Strategis 2025
Padang Pariaman|Mewujudkan |[Meningkatnya Nilai SAKIP| 71.4 |Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat| 70,50
Maju dan Sejahtera [Tata Kelolakualitas tata kelola|Pemerintah Transparansi  dan|Daerah
Pemerintahan |penyelenggaraan |Daerah Akuntabilitas
yang pemerintahan Penyelenggaraan
Berkualitas daerah. Pemerintah Daerah
dan Meningkatnya Persentase 100 |Meningkatnya Persentase Jumlah| 100
Berintegritas  Kinerja pelaksanaan kualitas fasilitasi danjpenyelenggaraan
Penyelenggaraan |pelimpahan pelaksanaan urusanjpemerintahan umum
Tugas Umumisebagian pemerintahan umumjyang
Pemerintahan urusan terselenggaranya
Kecamatan pemerintahan ditingkat kecamatan
Bupati kepada Meningkatkan Peran|Presentase 75
Camat Serta  Masyarakatpartisipasi
desa dalam Proses|masyarakat desa
Pembangunan terhadap
pembangunan
daerah
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Tabel 3.2.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

NO ASPEK/SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE KET
UTAMA 2025

(1 (2 3) (4) (5)

1 Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan % 2,95

2 Persentase Sarana dan Prasarana % 100
Kecamatan dalam kondisi baik

3 Persentase Partai Politik yang Aktif di % 70
Kecamatan

4 Persentase Ormas vyang aktif di % 100
Kecamatan

5 Persentase Permasalahan Keamanan % 100
dan Ketertiban yang terselesaikan

6 Persentase Desa Mandiri di Kecamatan % 25

7 Persentase Lembaga Kemasyarakatan % 100
Yang Aktif

8 Persentase UKM yang difasilitasi dalam % 30
Pengembangan Usaha

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program

dan Kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2025 sebagai berikut :

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,
Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat
daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi
menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi
menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai
visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan
Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui
pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka

program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis



seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang
mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan
layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program
yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang
kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu
melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang
ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan
sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa
setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Sungai
Garingging mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang

Pariaman Berjaya.

. Tugas dan Fungsi kecamatan wuntuk meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat desa dan/atau nagari serta membantu Bupati melaksanakan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari.

b. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan

program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten

Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program,

kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM |Target 2025

Program Meningkatnya Persentase = rekomendasi 100

Penunjang Penyelenggaraan Urusan|LHE SAKIP yang

Urusan Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti

Pemerintahan Survey Kepuasan|  84.00

Daerah Masyarakat (SKM)

Kabupaten/Lkota Persentase Temuan BPK 100
yang ditindak lanjuti
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Program Meningkatkan koordinasi danNilai PEKPPP  Mandiri 2.95
Penyelenggaraan|penyelenggaran urusan|Kecamatan

Pemerintahan pemerintahan terkaitPersentase Sarana dan 100
Dan PelayananPelayanan Publik Prasarana Kecamatan

Publik dalam kondisi baik

Program Meningkatkan koordinasi dan|Persentase Partai Politik 70
Penyelenggaraan|penyelenggaran urusanlyang Aktif

Urusan pemerintahan umum diPersentase Ormas yang 100
Pemerintahan  [Kecamatan aktif di Kecamatan

Umum

Program Meningkatkan koordinasi lintasPersentase Permasalahan 100
Koordinasi sektor dalam menjagalKeamanan dan Ketertiban
Ketentraman Danketentraman dan Ketertibanlyang terselesaikan

Ketertiban Umum{Umum

Program Meningkatkan pembinaan dan|Persentase Desa Mandiri di 25
Pembinaan Dan|pengawasan penyelenggaraanKecamatan

Pengawasan pemerintahan desa

Pemerintahan

Desa

Program Meningkatkan pembinaan danPersentase Lembaga 100
Pemberdayaan |pengawasan penyelenggaraanKemasyarakatan Yang Akitif]
Masyarakat Desajpemerintahan desa Persentase UKM yang 30
Dan Kelurahan difasilitasi dalam

Pengembangan Usaha




Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Tabel 3.3 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Perubahan Tahun 2025

Prakiraan Maju Rencana

. . . N Tahun 2026
Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Indikator Kinerja Catatan
Kode Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub .
. . Penting
Kegiatan Kegiatan . Kebutuhan Target Kebutuhan
. Target Capaian Sumber R
Lokasi Kineria Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
! Indikatif Kinerja Indikatif
PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI 786.887.162,00 981.176.633,00
GERINGGING
7 UNSUR KEWILAYAHAN 786.887.162,00 981.176.633,00
7.01 KECAMATAN 786.887.162,00 981.176.633,00
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG 746.616.162,00 882.927.633,00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.0 Perencanaan, Jumlah Dokumen 5 Dokumen 1.970.000,00 5 Dokumen 9.808.000,00
1 Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan Perangkat
Kinerja Perangkat Daerah Daerah
7.01.01.2.0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Kec. Sungai 5 Dokumen 1.250.000,00 5 Dokumen 2.040.000,00
1.0001 Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Geringging DAU
Daerah
7.01.01.2.0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kec. Sungai 1 Dokumen 720.000,00 1 Dokumen 7.768.000,00
L . R DAU
1.0007 Kinerja Perangkat Daerah Geringging
7.01.01.2.0 | Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 462.651.644,00 489.337.489,00
2 Perangkat Daerah yang sesuai dengan
perundang-undangan
7.01.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Kec. Sungai 14 420.427.244,00 14 454.777.489,00
2.0001 Menerima Gaji dan Geringging Orang/bulan DAU Orang/bulan
Tunjangan ASN
7.01.01.2.0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Kec. Sungai 1 Laporan 42.224.400,00 1 Laporan 34.560.000,00
2.0005 Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD dan Geringging
Laporan Hasil Koordinasi DAU
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.0 | Administrasi Kepegawaian 6.300.000,00 6.300.000,00
5 Perangkat Daerah
7.01.01.2.0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Kec. Sungai 14 Paket 6.300.000,00 14 Paket 6.300.000,00
. o DAU
5.0002 Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Geringging
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7.01.01.2.0 | Administrasi Umum 194.330.644,00 194.330.644,00
6 Perangkat Daerah
7.01.01.2.0 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Kec. Sungai 3 Paket 3.172.000,00 4 Paket 4.696.000,00
6.0002 Kantor Perlengkapan Kantor yang Geringging DAU
Disediakan
7.01.01.2.0 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Kec. Sungai 2 Paket 2.099.800,00 4 Paket 5.163.500,00
6.0003 Rumah Tangga yang Geringging DAU
Disediakan
7.01.01.2.0 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Kec. Sungai 4 Paket 4.430.000,00 12 Paket 9.860.000,00
6.0005 Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Geringging DAU
yang Disediakan
7.01.01.2.0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kec. Sungai 10 Laporan 8.325.000,00 12 Laporan 17.760.000,00
. o DAU
6.0008 Kunjungan Tamu Geringging
7.01.01.2.0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan umlah Laporan Kec. Sungai 450 Laporan 97.983.218,00 450 Laporan 156.851.144,00
6.0009 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Geringging
Koordinasi dan Konsultasi DAU
SKPD
7.01.01.2.0 | Pengadaan Barang Milik 26.090.000,00 37.740.000,00
7 Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
7.01.01.2.0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Unit Sarana dan Kec. Sungai 2 Unit 26.090.000,00 5 Unit 37.740.000,00
7.0010 Kantor atau Bangunan Lainnya Prasarana Gedung Kantor Geringging
atau Bangunan Lainnya yang DAU
Disediakan
7.01.01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang 113.864.500,00 100.831.500,00
8 Urusan Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Kec. Sungai 12 Laporan 6.062.000,00 12 Laporan 10.457.500,00
L DAU
8.0001 Jasa Surat Menyurat Geringging
7.01.01.2.0 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Laporan Penyediaan Kec. Sungai 12 Laporan 9.402.500,00 12 Laporan 13.574.000,00
8.0002 Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Geringging
Daya Air dan Listrik yang DAU
Disediaka
7.01.01.2.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Kec. Sungai 12 Laporan 98.400.000,00 12 Laporan 76.800.000,00
8.0004 Jasa Pelayanan Umum Geringging DAU
Kantor yang Disediakan
7.01.01.2.0 Pemeliharaan Barang Milik 9.730.000,00 44.580.000,00
9 Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Kec. Sungai 2 Unit 17.050.000,00 DAU 2 Unit 34.100.000,00
9.0001 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Geringging

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya




7.01.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dan Kec. Sungai 0 Unit 0,00 DAU 1 Unit 5.000.000,00
9.0009 dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Geringging
Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.01.2.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Kec. Sungai 4 Unit 2.680.000,00 DAU 5 Unit 5.480.000,00
9.0010 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor Geringging
Lainnya atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02 PROGRAM 6.590.000,00 14.362.000,00
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.0 | Koordinasi Penyelenggaraan 2 Laporan 6.590.000,00 11.862.000,00
1 Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamata
7.01.02.2.0 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Kec. Sungai 1 Laporan 5.250.000,00 DAU 8 Laporan 8.634.000,00
1.0001 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Koordinasi/Sinergi Geringging
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Perencanaan dan
Vertikal Terkait Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkai
7.01.02.2.0 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen Kec. Sungai 1 Dokumen 1.340.000,00 DAU 12 Dokumen 3.228.000,00
1.0002 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Geringging
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.0 Koordinasi Pemeliharaan 0,00 2.500.000,00
3 Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum
7.01.02.2.0 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat umlah Dokumen Kec. Sungai 4 Dokumen 0,00 DAU 4 Dokumen 2.500.000,00
3.0001 Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Koordinasi/Sinergi dengan Geringging
Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Perangkat Daerah dan/atau
Prasarana Pelayanan Umum Instansi Vertikal yang Terkait
dalam Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pelayanan
Umum
7.01.03 PROGRAM 5.351.000,00 34.065.000,00
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
7.01.03.2.0 | Koordinasi Kegiatan 5.351.000,00 34.065.000,00
1 Pemberdayaan Desa
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7.01.03.2.0 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah Lembaga Kec. Sungai 8 Lembaga 2.831.000,00 DAU 8 Lembaga 10.800.000,00
1.0001 Forum Musyawarah Perencanaan Kemasyarakatan yang Geringging Kemasyarakat Kemasyarakat
Pembangunan di Desa Berpartisipasi dalam Forum an an
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
7.01.03.2.0 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah Dokumen Kec. Sungai 0 Dokumen 0,00 DAU 12 Dokumen 3.495.000,00
1.0002 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Sinkronisasi Program Kerja Geringging
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah dan Kegiatan Pemberdayaan
Kerja Kecamatan Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.0 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Kec. Sungai 4 Laporan 2.520.000,00 DAU 12 Laporan 19.770.000,00
1.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Efektivitas Kegiatan Geringging
Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI 1.260.000,00 10.598.000,00
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.0 | Koordinasi Upaya 1.260.000,00 10.598.000,00
1 Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
7.01.04.2.0 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Kec. Sungai 3 Laporan 660.000,00 DAU 12 Laporan 6.600.000,00
1.0001 Republik Indonesia, Tentara Nasional Sinergitas dengan Kepolisian Geringging
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Negara Republik Indonesia,
Kecamatan Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.0 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Jumlah Laporan Kec. Sungai 3 Laporan 600.000,00 DAU 12 Laporan 3.998.000,00
1.0002 Agama dan Tokoh Masyarakat Pelaksanaan Harmonisasi Geringging
Hubungan dengan Tokoh
Agama dan Tokoh
Masyarakat
7.01.05 PROGRAM 24.670.000,00 26.224.000,00
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
umMum
7.01.05.2.0 Penyelenggaraan Urusan 24.670.000,00 26.224.000,00
1 Pemerintahan Umum Sesuai

Penugasan Kepala Daerah




7.01.05.2.0 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Jumlah Orang yang Kec. Sungai 60 Orang 24.670.000,00 DAU 80 Orang 20.160.000,00
1.0001 Ketahanan Nasional dalam rangka Mengikuti Pembinaan Geringging
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Ketahanan Nasional dalam
Republik Indonesia Tahun rangka Memantapkan
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Pengamalan Pancasila,
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Pelaksanaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Undang-Undang Dasar
Indonesia Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7.01.05.2.0 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlah Dokumen Tugas Kec. Sungai 0 Dokumen 0,00 DAU 12 Dokumen 6.064.000,00
1.0008 Pimpinan di Kecamatan Forum Koordinasi Pimpinan Geringging
di Kecamatan
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN 2.400.000,00 13.000.000,00
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 2.400.000,00 13.000.000,00
1 Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Jumlah Dokumen yang Kec. Sungai 1 Dokumen 900.000,,00 DAU 8 Dokumen 4.290.000,00
1.0001 Peraturan Kepala Desa Difasilitasi dalam rangka Geringging
Penyusunan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.0 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen yang Kec. Sungai 1 Dokumen 950.000,00 DAU 8 Dokumen 4.260.000,00
1.0002 Desa Difasilitasi dalam rangka Geringging
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.0 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah Dokumen yang Kec. Sungai 1 dokumen 0,00 DAU 6 dokumen 0,00
1.0003 Pendayagunaan Aset Desa Difasilitasi dalam rangka Geringging
Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.06.2.0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jumlah Dokumen Fasilitasi Kec. Sungai 1 Dokumen 550.000,00 DAU 6 Dokumen 4.450.000,00
1.0007 Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pelaksanaan Geringging

Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

FENCANA KERJA DRGAN & op0)

TAHUN 2025

STy Reawac Prannaan Capalan Kinenz Dzn Kerangka peadanain Brawiaan WA Rencana Torargiat
G Uruzan / Bideng Uruzan / Program /| Indkator Pregram [ Kegivtan /Sud :seime Capann RENJA | Capaian Target 2015 Fazs Indikatif |Re) Priocas ey wats it Dasrah
Sedvelum Sesudah

Kegaran / Sub Kegatan kegaan Q90 Tahun RENSA OPD RK?D Perubanan Lotz Sumdar Dana ~ Taget Penanggung
Renstm OPD
2063 Fahun 23824 RKPD 2025 APSD 2025 S Nasional Daerah (3e} Sabuad

2 3 4 B & 7 T 1 ) 10 1t 1 13 1 15 1 16 17 18 19 20

SUNGAL lo77.236.633.00 [sza¢15.80a00 78086700200 2 640,000 00

LIRS UR KEWI LA YA RAN 77 236 B33 461580400 | 746 467 16200 2 0an 000 00

8

o1 723503300 |324015.803.00 | 780.667.1620C z

01 jo1 PROGRAV URUSAN LHESAKIP unds fined L% B78 987.633 00 322110 04,00 | 746.616 16200 2,040 000 00
PEMERINTAHAN DAERAH vang difiadaskianiuti unde fined
KA BURATEN/KOTA

o1 |oz |20t [Perencansan, Pengarggaran, dan | ium 8 Dokumen Pereacanaan - 5 Dokumen |5 Dokumen |i0863000,00  |t0.268.000,0C | 10.268.000,00 Memartagkan  |5. Peanghatan Cusiitas 204000000  |PEMEANTAH
Evatiasi cneqa semngiar Dazan  |Parangtat Casran sisrem Peyaman Aubikyang KECAMATAN
partahanan ber:iy, tronsparan dan suncal

GERINGGING

rogara g
mendorong
mandnian
bongsa melaksi
svasembada
pangen, energi
air, ekonomi
ireat, ekonomi
Njay, dan
akanami biru

01 01 ]201 |0o01 [Penrussain DORUMEn Pere i3 Raan Perargkal Dierah

[1um a3 Dokumen Pereacenaan 5 Dokumen |5 Dokumen  [3.100.000,00 3.100 00000 1250.000,00  |kab Padang  |DanaAloka:i |Memartaphan |5. Peanghotan Kudiitss) 204000000  |PEMERNTAH
Parangtat Casrah Farianan, umam (DAU)  [sstem Petzyanan Fubixyang KECAMATAN
Sungai po:tahanan bersihy, transparandas suNCAl
Ganneghg, ERINGENG
Semua kayDasa rogara dan
mendorong
kamandrian
banzza melsbs
swaiembada

101 Jo1 1201 JOod7 [Evalaasi Cinar)3 Permagiat Dasmn

[1um @a Laporan Evaluasitinena 1ipomn  [tperan  [7.768.000,00 7.766 50000 720.600,00 kab ?sdang  |DanaAkka:i |Memartapkan |5.Peaingkstan Cusiitaz g0 PEMER NTAH
Peranghat Dasrah Parianan, umam (DA)  [sisiem Feliyanan Futlkyane KECAMATAN
Sungai pertananan bersiy, transparandan SUNGA!

Ganrgzng, GERINGEING
<amua Kal/Dazs nogaracaa

01 o1 202 AOMINETrIs: CeUangan Penagiat | um an aporan keuangan yang u unce fined L Laporan 1439 337 489 00 462651 84200  [462 651 64400 5. < L 000 PEMERNTAH
Daesh unds fined zistem y vasg Surga KECAMATAN
e bersiy, an inggi SUNGAI

negarama

kemandkian
bangza melaks
swasembada
Fangan, aserg,
air, ehonami
reatt, skonomi
hijsu, dan
exonomi biru




jumizh Lapoan Peningkatan 12 Laporan |4 3poran 19 770.000,00 17 570.000,00 2520.000,00 Kab. Padang Dana Alckasi 5. Peni ualitas 000 PEMERINTAH
Efektvizas Kegiatan Pemberdavaan Panaman, Umum (DAU} |sistem Pelayanan Publik yang KECAMATAN
Masyarakat di Wilyah Kecamatas Semu pertahanas bersh, transparandan SUNGAI
keamatan, K bel GIRINGGING
Semua Kel/Desa negara dan
mendorong
bangsa melaki
swasembada
pangan, energi,
air, elonomi
kreatf, skonomi
hijau, dan
2konomi biru
o1 o3 FROGRAM KODRDNASI Persentase Permasalahan undefined 100 % 10 598.000,00 5.458.000,00 1.260.000,00 000
KETENTRAMAN DAN LETERTI3AN  |Keamarnan dan Ketertiban yang undefined
umum {terselesaikan
ot o3 {201 Koeordinasi Upaya Penyelenggarzan [jumih laporan Koordinasi Upaya - 2 laporan 10.588.000,00 5.458.00000 5.468.000,00 5. 000 PEMERINTAH
d: 4 Keientraman dan sisiem Pelayaran Publik yang KECAMATAN
Umuny Ketertiban Umum pertahanan bersh, transparandan SUNGAI
L bel GERINGGING
negara dan
mengorong
kemandinian
basgsa melaksi
swasembada
pangan, energi,
air eloromi
kreat, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
ot jos |201 {0001|Sinergitas an kepolsian Negara Republik Indonesiz, Tentara Nasiona!indonesia dan nstassiVertial di wilayah Kecamatan
jum kzh Lapoan Hasi Sinergtas 12 aporan 3 laporan 5.600.000,00 3.33000000 650.000,00 Kab. Fadang Dana Alckasi 5. i walitas! 000 PEMERINTAH
denganKepciisian Nagara Republik Panaman, Umure {DAD} |sistem Pelayanan Publik yang KECAMATAN
Indonesia, Tentara Nasioral Semua pertahanan bersh, transparandan SUNGAI
Indonesia dan Instansi Vertikal di keamatan, kuntabel GERINGGING
Wiayah Kecamatin Semua Kel/Desa negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa mefaki
swasembada
pangan, energi,
air, elonomi
Kkreatf, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
01 jos 1201 |0002|Hamenisasi Hubungan dengan Toloh Agamz din Tokoh Masyarakat
jumizh Lapoan Pelaksanzan 2laporan (3 laporan  [3.998.000,00 1.088.000,00 600.000,00 ¥ab. Fadang Dana Alckasi 5. Penis i 000 PEMERINTAH
Harmonisasi Hubungan dengan Panaman, Umum (DAU} |sistem Pelayanan Publik yang KECAMATAN
Toxoh Agama dan Tokeh Semui pertahanan bersh, transparandan SUNGAI
Ke@matan, L bel GERINGGING
Semua Kel/Desa negara dan
mendorong
kemandirian
basgsa melaksi
swasembada
pangan, energi,
air, eloromi
kreatf, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
o1 |os PROGRAM PENYELENGGARAAN  |Persentase Paria Politi yang E 17 parpol 26 224.000,00 10760.500,00  |24.670.000,00 000
URUSAN PEMERINTAKAN UMUM _ [Memiliki il i
01 |05 {201 Y Urusan jumlzh Laporan Penyelznggaraan undefined L laporan 26 2 24.000,00 19 760.300,00 29.760500,00 - 5. PeningkatanKualitas{Masyaratat 000 PEMERINTAH
i Rapat id. i undefined Pelayanan Publik yang KECAMATAN
Dazrzh dan bers h, transparandan SUNGAI
|Kketahanan Nasonal |akuntabel GIRINGGING
01 |05 {201 |0001|Pembinaan WawasanKebangsain dan ketahanan Nasionzl Galamrangka Memantapkan dengamalan ?ascasil, Pelaksanaan Undang-Unding Dasar Negara Republik indonesia Tahun
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Jum ah Dokumen Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Ve rtikil yang Terkait dabm
Pemsiiharan Sarna dan Prasarana
Pelayanan Umum

4 polumen

0 Dokumen

2500.000,00

000

Kzb. Padang
Pariaman,
isemsa
Kecamatan,

Semua Kel/Desa

Dana Alotasi

unum (CAU)

Memantapkan
sistem
pertaranan
leamanan
negara dan
mendorong
lemandirian
bangsa melaki
swisembada

pangan, energi,

3ir, ekonomi

treatf, ekonomi

hjau, dan
ekonomi biru

akuntadel

5. Peningtatan Kualtas
Pelayanan Publikyang
bersih, transparan can

000

PEMERINTAH
KECAMATAN
SUNGAI

GERINGGING

PROGRAM PEMBERDAYAAN

Perseniase lembaga
Kemasyarkatzn rang Akt
Perseniasz UKM yang difasiitasi
dalam Pergembangan Usaba

undefined
undefined

100%

34.065.000,00

30.785.000,00

5.351.000,00

000

Jun lsh Dakumen Koordisasi
Kegiztan emberdayain Desa

undefined
urdefined

2 Lasoran

34 065.000,00

30.785.000,00

30.785.00000

Kuaitas

sistem
pertahanan
leamaman
negara dan
mendorang
temandirizn
bangsa melaks

pangan, energi,
air, ekonomi

Ireatf, ekonomi

hijau, dan
ekonomi bru

5. Pening
Pelayanan Publikyang

jakuntabel

bersih, transparan dan

0p0

PEMERINTAH
KECANIATAN
SUNGAI

GERINGGING

dalim

lumbzh Lem daga Kemasyarakatan
yang Berpartisipasi dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

8 lembaga

8 Lembaga

an

10 £00.000,00

10 .440.000,00

2831.000,00

Dana Alotasi
unum (CAU)

Memantapkan
sistem
pertananan
teamanan
negara dan
mendorong
lemandinan
bangsa melaki

pangan, energi,
air, ekonomi

treatf, ekonomi

hjau, dan
ekonami biru

Pelayanan Pubiikyang

akuntadel

5. Peningtatan Kualtas

lbersih, transparan dan

000

PEMERINTAH
KECAMATAN
SUNGAI

GERINGGING

unlah Dakumen Sinkronisisi
Program kefja dan Kegiatan

Pem berdzyzan Masyarakatyang
Dilakukanoikh Pemerintah dan
Swastadi wilayah Kerja kecamaian

em enintah dan Swasta d Wilayah

[Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang

Yerja Kecamatal

n

12 Dokumen

0 Dekumen

3.495.000,00

2.775000,00

Kb, Padang
Parizman,
iSemsa
Kecamitan,

isemua Kel/Desa

Dana Alotasi
Unum (CAU}

Memantapkan
sistem
pertahanan
feamaman
negara dan
mendorang
temandirian
bangsa melaki

pangan, energi,
air, ekonomi

Ireatf, ekonomi

hijau, dan
ekonomi bru

Pelayanan Publikyang

jakuntade!

5. Peningtatan Kuaitas

bersih, transparan dan

0po

PEMERINTAH
KECANIATAN
SUNGAI

GERINGGING

Elektiftas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilsyah fecamatan




o1 |02 PROGRAM PENYILENGGARAAN NiBIPEKPPP Mandin Kecamatan [andefined B Nila1 14.362.000,00 11 262.000,00 6.589.000,00 000
PEIMERINTAHAN DAN PELAYANAN | eiseniase UKPP K2@malan uncefined
PUBLK sernilal Baik Persentize Sarna don
Prazarana Keamatan calim kondisi
sak
0L j02 (201 ¥oordinas: Penyelenggaraan Jumlah Laporan Coordinasi undefined 2 Laporan 11 362.000,00 11.262.000,00 11.262.000 00 5. K 000 PEMERINTAH
¥egiatan Penyelenzzarzan kegiatan undefined sistem Pelayanan Publi yang KECAMATAN
Pamenntahan di Tingkat ¥ecamatan, pertaharan bersih, transparandan SUNGAI
Pemerintahan diTingtal Keamatan K GERINGGING
negaradin
mendcrong
kemandirian
bangsa melalul
swasembaca
pangan, energi,
3ir, ekanomi
krzatif, exonomi
hijay, dan
ekonomi biru
o1 o2 |201 [0001]koordinaziSinargiPerncinaan dan Palaksanaan Kegiatan Pemarintahan dengan Perangkst Dasrah dan instansi Vertikal Terkait
mtah Laperan Coordinasi /Sinargi 1 laporan 1 Laparan 63400000 803100000 5.150.000,00 Kb Padang Dans Alotasi  |Memastipian |5 Peningkstan ruafitas 0p0 PEMERINTAH
Pereacanaan dan Pebksanaan Pariaman, umum {CAV} [sistem Pelayanan Publi yang KECAMATAN
tegiatan Pemenntahan dengan Semuz pertahanan bersih, tansparandan SUNGAI
Perangtal Daerah dan Instanst Keczmatan, ¥ k bel GERINGGING
Vertial Teriat Semua Ke|/Desa negaradan
mendorong
kemandiriaa
bangza melaki
swase mkada
pangan, enersi,
air, ekonomi
kreatif, ekonemi
hijay, dan
2kono mi biru
o1 Joz 201 [oo02]reningkamn Efestititas Kegistan »emermuanandiTingkat kecamatan
Jum lsh Dokumen Peningkatsn 12Dokamen |1 Dolumen [3.22800000 321800000 1.349.000,00 Kab.Padang  [Dans Aloka:i |Memasteplan  |3. Penngketan Kuslitas ooa PEMERINTAN
sfoktifiaz Kegiatan Pamarintahan ¢i| Pariaman, uUmum (cav) |zistom Palayanan publi yang KECAMATAN
Tirgkat Kecamatan Semuz pertihanan bersih, tansparandan SUNGAI
Semuz Kel/Desa negaradin
mendorong
kemandinaa
bangsa melal
swaze mbada
pangan, energi,
it ekonomi
kreatif, etonom:
hijay, dan
ekonomi biru
o1 fo2 [203 ¥oordinas Pereeliharzan Prasarana |Jumlsh Dokumen koordinas: [undefined 0 3poran 2.500.000,00 0,00 000 5. 3 000 PEMERINTAH
©an Sarana Pelayanan Umun Pemeliharazn Prasarana dan Sirama undefined sistem y Publi yang KECAMATAN
Pela@nan umum pertahanan bersih, tansparandan SUNGAI
GERINGCING
nagara din
mendorong
kemandinian
bangsa melalu
swasembaca
pangan, energi,
ai, exonomi
kreatif, etonom
hijav, dan
1ekonomi biry
o1 |02 1203 [0001|Koordinasi/Sinergideagan Perenglat Daerah dinfatay Instansi vertkal yang Teckait datam Pemelharaan Sarans dan Prasarana Pelavanan Unum
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miah Lapomn Perysdian 21
Pelzyanan Umum Kantor yang
DEeaatzn

12 Laporan

12Laporan

7€ 800,000,00

08 100.000,00

©R 400 000,00

¥kab Padang
Paraman,

Zemus Sel/Desa

Dana Alokasi
unum (DAU)

5 s

issiem

[Pelayanan PuDik yang

e,

regars dan
mendorang
kam andirian
bangss malabii
swasembzoa
pangan, energl
air, ekotomi
kreaiif, ehonomi
Hijau, dsn
ckonomi biru

000

PEMERINTAH
KECAMATAN
SUNGAI

01 |01

209

Psmelharasn Barang Milk Dacrah
Pa nun@ng Unszan Pam srintahan
Dasrah

Jumiah ob ek szatyang temksioh
Jmiah total nlai aset

32.582.000,C0

35 580.000,00

20.580.000,00

cistom

Sungai

regarz dan
mendorong

bangzz malaki
zwazambada
Pangan, energi
air, ekonomi
Weailf, skonomi
hjay, dan
ekonomi biru

000

PEMERINTAK
KECAMATAN
SUNGAL

GERINGGING

o1 log

203

Pe ny! Jesa Pemeliher ean, Diey:

?emeliner. k Kendareaa
Jumlah Kendaraan Parorangan
Din3zatau Kandaraan Dinas zbatan
¥ang Dipelhara dangibayercan
Pajskaya

Pe rorangan Ding;

steu Kendarsa:

Dmassabaten

2 unit

34.100.000,00

34 100.000,50

17.050.000,00

Dana Alokazi
umum (DAL}

o w

5.

sistam

pahiyanan publikyang

bersih, t

negarz dan
mendorong
kem andirian
bangss melaki
zwazembida
pangan, energi
3, ekonomi
Ireatt, ekonomi
hjay, dan
ekoromi biru

000

PEMERINTAR

GERINGGING

or ot

0002

Pz melharssn/Rehabiltes Gedung Kantor dan Dangussn Lyinnya

Jumiah Cadung Kantordan

Bangunas Lainny3 yang
Dipelihara/Dirshadiitasi

1 Unit

000

Kab. Padang
Pariaman,

Kecamztin,
Semua Cel/Desa

Dana Alckasi
Umum [DAU}

e pand 5

ipertihanan

palayanan publik yang
bers, tansparandin

negar: dan
mendorong
kemandirian
bangsa melaki
zwazambada
Fangas, anerg
3. ekonomi
¥reattt, exonomi
Njay, dan
ekoromi biru

000

PEMERINTAK
KECAMATAN
SUNGAI

GERINGGING

o1 lo1

209

Pe melharasn/Rehabiltesi Sarana der

Pressrans Gedung Kantor steu Can,

Jumish Sanna dan Prazarsna
Codung Kantor atau Bangunan
tainnyayasg
Dipelihara/Dirshadfitasi

5 Unit

5.480.00,00

542000000

2.680.0%,00

Kab. Padang

|pariaman,

Kecamztan,
Semua Cel/Desa

Dana Alckzi
umum {DaU)

5 Fens i

sstam

Palayanan publikya

barin, 4

rezara dan
mendorong
Kemandinan
bangss melabii

Fangan, energi
air, akanomi
Ireaii, ekonomi
hyau, gzn
ekoromi biru

000

PEMERINTAR

GERINGGING




01

oL

207

g Sanng Mii Deech
Pe nuniang Unizan Pemarintah
Dasrah

[jumbh penamsahan siaiazet

wndsdined
andafined

37.730.000,00

26.090.000,00

26.090.000,00

sungsi

yanan Publit yang
= d

regars dan
mendorong
remandinan
tangs: melas
swasembada
pangan, energ),
air, skanemi
breatd, shonomi
Fija, dsn
ekanomi biru

oc0

PEMERINTAH
KECAMATAN
SUNGAI
GIRINGGING

01

207 |0010

P2 rgadaan Sarana das 2@saana 6o

dung Kantor atau Bangunan l3nnya

Jum B h Unit S3rana dan Prasarana
Ga dung Kantar atau Bangunan
Lainaya yang Cisediian

2 Unt

37 740.000.00

26 030.000,00

26.080.000,00

Kab Paoang

Dana Alokas!
Umum (DAL}

sistem

5
Peayanan Publit yang

Desih,

regers dan

lamandiran
basgzs melabi
swasembada
£angan, enarzl
alr, ekonomi
Wreatit, ekonomi
t3jay, dan
shonomi biru

000

PEMERINTAH
KECAMATAN
sunGAl

GIRINGGING

oL

oy

jaza jang Vrusan
Daereh

rum ik jaza peaunjang urusan
pemerintehyang tesedis Jumish
1223 penusjang perkastoran yang
s adiskan

wnde fined
wnde fined

2 jesa

100.831.200 00

118.933.500,00

118,833 30000

2atem

penan Publi yang

Sungei

negars dan
mandorong
kemandiran
tangs: meiaw

Pasgan, enzrg)
air, ekoncmi
ieeatd, ekonami
hjay, den
skanomi biru

¢00

PLMIRINTAN
KECAMATAN
suncal
CERINCCING

o1

208 [o001

Pe mysdaan Jaza Sumt Msnyurat

lumBh Lapamn Penyediaan jac
Sarat Manyurat

£2 taporan

12 Laporan

10.457.500,00

G ont 50000

&052 000,00

kab. Pacang
Parizman,
Sungai
|Ganngzng,
|Semuz Kei/Desa

Dana Alokas
umam [DaU)

5 peni ¥

Poiayanan publit yang

Desin

negari dan
mendorong
kemandican
Basgzs mela
swazembada
Fangan, energy
3ir, ekonomi
kreatit, skonomi
hijay, dan
ekonomi diru

PEMERINTAH
KECAMATAN
SUNGAI

GERINGGING

01

208 10002

Penyedain Jasa Komuniiast sumbar Daya A¥ danLstrik

umiah Laporan Penyedisan jasi
Komunilasi Sumber Days AT den
Latrk yang Dizedinkan

L2 1agoran

12 Laporan

13.374.000,00

10.574.000,00

9.492.300,00

Kab. Padang
Fasieman,
|5ungai
|Gatngzng,
Semus Kel/Desa

Dana Alok:si
Umam (DAL}

sistem

3.
Peisyenan Publit yang

e

besih P

regers dan
mandorang
kemandiran
bangss melau

Fangan, energy
air, ekonomi
ireatil, shonomi
Hijau, den
konomi biru

PEMERINTAR
KICANMATAN
SUNGAI
GIRINGGING

o1

Penyedinan jaza Pebiyanan Umum antor
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samlab Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantar yang
|Disedizkan

3 Paket

4.690.000,00

3.213.000,00

3.172.000,00

Kab. Pecang
pariamas,
sungai
Ganngzing,
[semua Keypes:

Duna Alokasi
Umum (DA}

sstom

o =
Pelayanan Publik yang

bacsih, d

0,00

PEMVERINTAM
FECAMATAN

01

loL

206 |ooc3 Peralatan RumshTa

Jam lah Paket Peralatan Ruman
Targgs yang Dizediatan

4 Pakat

5.163.500,00

4.079.700,00

1.000.600,00

Kab. padarg
Pananas,
Sungal
|carngging,
[semua Kal'Daz3

Dana Alckasi
Umum [DaLs)

sstem

<. Pening! i
Palayznan Publikyang

vesin

nagaradan
mendorang
kemandnan
bangsa melaid
swaze mdada
pangan, snergi,
ar, exonom
kreatif, ekonomi
hjay dan
ekonomi bira

2,00

PEMERINTAH
YECAMATAN
SUNGATL

GERINGGING

01

o1

106 |oocs[panyedain Barang Cetakandas Penggandaan

Jumih Paket Barang Catakan din
Pengzandaan yarg Disedizkan

12 paket

£ 7akst

9.56D.000,00

7.360 00000

4.430 000,00

Kab. Padarg
Patianan,
5ungai
caingging,
[S2m u3 Kel'Dess

Dana Alokasi
umun (DAL}

5.
Pelayanan Publik yang
bersih,

ekonom: birg

0,00

PEMERINTAH
KECAMATAN
IUNGAL

CERINGGING

01

106 Fasiiitas| Kunjungas ramu

sam 1ah L3poran rasiltas: Kunjungan
Tamu

12 Laporan

10Laporan

17.790.900,00

3.323 00000

£.325.000,00

Paramas,
Songai
Garingzing,
|semua KeVDese

Dana Alokasi
Umun [DAU}

3. U
Pelayanan Publikya
borsin, d.

hjzu can
ekonomi bire

0,00

PEMERINTAR
KECAMATAN
SLNGAI

GERINGEING

01

oy

20¢ |ooos | Penyelenggaraan Rapet Koordinasi dan bonsultasi SK2D

Jamiah Lporan Pesyeleaggarazn
Rapat Koordinasidan Konsutasi
P

[ssoLaporan

4z0Lapomn

1556.851. 134 00

£52787.460,00

$7.983.218 00

Kab. Padang
Pariaman,
|Sungai
Ganngzing,
[Sem i Kel'Desz

Dana Alckasi
Umum (DAL}

sstem

5. Peni sl
Pelayanan Publikyang

tersin

0,00

PEMERINTAH
TECAMATAN




202 |000! |Pesyedain 63jidan T ASN

Jumian Orang yang Menenma &ijs 14 14 454.777.483 00 420427.24400 |420.427.24300 |h3D Padang. Dana Abias! -3 000 [FemermTAR
dan Tanfingan AsN Panaman, Umume (DAY [skten P2BYyanan pubik yang KECAMATAN
sungal partahasan bersh, transparandaa SUNGAL
Garingging, ccrinzaine
semus Kel/Dese negars dan
mendorang
kemandirian
bangzs malatsi
swige mbida
pangan, energy
ar, exonomi
kreatit, ekonom
hizu dan

letonomi biry

L {202 |0003 [Koordinasi din PenyLSunan LiporanKewangan AKNT Tahun SKPD.

Jumiah Lipoan Kesangan Akh e 11aposa 1laporan  [34500.000,00  |42220.9%,00 (4222040000  [Kkab.Padarg  |Dana Akiasi 5. 0,00 PEIERINTAN
Tahun 5KPD dan Laporan Hasil Periaman, Umum {DAU] |sbtem [Pelsyanan Pubdh yang KZCAMATAN
YoordinasiPenyusunan Laporan sungei pertzhasen e b, trensparendas sUNGAl

¥euangan Akhir Tahun SKPD Baringging, cERINGEING
Semua KelDass megars dan

tor |203 | Administrazi Kepegewsien Jumlah ASN yang teciasiitasi neit |- 6.300.000,00 6.300.000,90 6.300.000,00 g S 0,00 PIICEINTAN
Parangiat Diarsh pangkat Jumiah ASN yang unda fined jundefinad sctem ¥ yang Sungai KECAMATAN
tarfasiteazigaji derksls lamiah SKP partshasan bac i, tronzparandan |Ceringging suncal
AN cexinzeine
nagars dan
mandorang
kem3ndnan
bangsa melakal
swase mbida
pangan, energi
a7, skonomi
kreatif, ekonomi
hjzu, dan
okonomi biru

o1 {205 0002 |Paagadaan Pakaizn Dinas desarts AtributKek agkapanmya

Jumiah Paker Pskaan Dinaz bezerta 14 paket 1apakot 6.300.000,00 £.300000,00 6.309.000,00 ¥sb Padang  |Dana Abkazi s 0,00 PEMERINTAH
Atribut Kslangkapan Pariaman, Umum [Day] |siten Patiyanan pubik yang KECAMATAN
semia pertshanan barsh, transparandan SUNGAI
Yecamatan, GERINGGING
semua KalDess negara gan
mendorong
kem andirian
bangsa meladi
swaze mbada
pangan, energi,
ar, akonomi
kraatif, skononti
hjzu dan
koo mi biru

jot {206 Adminsst s Umum Perangkat umeizh suratdnas yang d undedined 700 buah 194 330 64200 177765.16000  |177 765.16000 5 0,00 [revERmTER
Casman teradminvsirasi sesuai tetentuan undsfined sstem ¥ Pubi yang Sungai KECAMATAN
gan terdisT LS sesual tuuan partzhanan bersh, ransparandan |Genngzing [SUNGAI

Jumian pziayanan yang terfasiitasi [GERINGGING

ayed3an perslitin danPadengiapan Kantor
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KeGmatEn,
TUMUAR]  377.235433,00] 524,515,008, 786,861 l§onl

lamias Orang yang Mengicial 50 Orang lecararg 2016000000 [277215000 [246000000  [¢ab padang  |Dana dlotasi |- S Peningkatin Ciaitas ngo PEMERINTAH
Pem Sinasn Wewasen Kebangsaan Pariaman, umum {oAU] Pelayansa Publk yerz KECAMATAN
can Kstahanan Nazichal dalam Samu3 berih, tranzparan dan suncal
ANZG MeM3anTDaA Fengamalan Ke@amanan, 2untanel GERINGGING
Fancazla, Pelakzanazn Undang- Sem vz Kel/Deza
Unazng Dasar \isgara Rapubiik
Indonesia Tehun L343, Pelestesian
Ehinnsta Tunggal kazara
Fem ertahananden Peme theraan
Keutahan Negam Kesstian
RE QUDTR Ingonesia
Pz canaan Tugzs Farum Kaardinati Pinpenan ol Keamatan
(FTHAN DOBUMEN TUESS Farum 12 Dokuen [0 DOKAMEN |8 .064.000,00 2 032 DOOKO Lioy xab Padang DanaAkotasi |- 5. PENNEKITan Cuainas 0g0 FEMERINTAN
Koordinazi Pimpinan di Kacamatan Panawan, Umum {2au) Pabyanan Publkyang KECAMATAN
Semu Dersi, transparandan SUNGA
|xecamatan, skuntabel ceninGaiNg
[or Dan Dot Mandridl urcetined  [sC% 300000000 |513000000 2 500.000,00 ngo
undefined
JoEss
o1 Fasi 1asi Reomendasi can samlan Laporan FasTast undefined  [sizporan  [scooee0o0  [3130 D000 3130.000,00 - . PENNEKaTIN Cuaiias mas yarakat 0go perazRinTan
koord nesi Rekomendazi don oordinas: undefined Pebyanan Publkyang KECAMATAN
Pane 3naand3n Pengawasan berin, transparanaan sunGal
d iniehen Desa ehuntabel ctrinceitie
Pemarintshan Dasa
lox P51 T3S I BEOVUS LA FEETirdn Desa dan
[1amian Dobuman yang Ofas dzazi £ Ockumen |1 Dokuman  |4.200.000,00 1550 00000 900.000,00 Kab.Padang  |Danalokasi |- 5. Peningkatan Cuaitas 000 PEMERINTAH
o3t2m rangka ke myusuran Panaman, umum {Cau) PeByanan PUbiK yang KECAMATAN
Peratumn Desz danPemtaren sungai becsih, tranzperandan sunGAl
kapala Dasa [Ganngging skuntanal cenmceme
| Tae Desd
[3amian Cotuman yang Dfas deazi £ Ookumen |1 Dokuman  |4.260.000,00 2160 00000 Kab.padang  |Dana Motz |- 5. Paningxatan Ktz 000 PEMERINTAR
talam rangka AdminsT@s! T Pararan, umum {cau) Pelayanan Pubik yang KECAMATAN
Fem esintaban Cesa 5ungai becih, tranzporandan sunaal
eanrgging, zhunmanal fesamaene
los osan Dews
Jamian Dotuman yang Ddaz dcasi [€ Dokureen 1 Dakumen  [o,00 000 ope ab padang | Dana Mokt |- S Peningratin Ciakias 000 [PEMERINTAS
dalam rangka pengeloiaan Paravan, umum {Cau) Pelayaman Pubik yang NECAMATAN
Kauangan Daz3 dan Fandayagunaan samus berih, tranzparandan suNCal
252t Doy |xecamamn. Btk ] [GERINGGING
Jer FasitasiPelstzeneen Tugssdan
ramian Dotuman Fasiimasi d2am [€ okumen 1 Dakumen  [1asc000,00 138000000 550.000,00 kab pagang  |Dana Mot |- 5. Penngatan cLaimas () PEMERINTA
rangia Pelaksanaan Tugas dan Pariaran, umum {oau} Pelayanin Fubik yang NECAMATAN
Fungs: 33dan Parmuzyawaratas samus berzih, transparandan suncal
Desa GERINGGiNNE

Zhunbel

2.020.009,00




BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tahun 2025 ini, beberapa
catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta
pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang
direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta
pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan
pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal,
kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup
alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran
untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi
perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas
untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga
potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah
ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan.
Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip
tersebut agar tujuan pembangunan kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di kecamatan ini
diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan
kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk
perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu,
tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan
yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi
dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan
pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat
berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk
mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah
dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas

melakukan pemantauan ini.
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Berdasarkan hasil evaluasi, kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi
tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu
diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan
membantu kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan
masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat
dalam mewujudkan visi pembangunan kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan

berkelanjutan.

Sungai Geringging, 28 Mei 2025

NIP. 19670509 198610 1001



HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026
KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

NO NAMA DOKUMEN HASIL PRA EVALUASI

1. RPJMD Priode 2025 — 2029

2. Renstra Priode 2025 — 2029

3. Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

7. LKJiP Tahun 2025

8. Rencana Aksi Tahun 2025

9. Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025

10. Rencana Aksi Tahun 2026

11. | IKU Priode 2025-2029

12. Renja Tahun 2025

14. Renja Tahun 2026

15. Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai
Triwulan 2 Tahun 2026

16. Pedoman Teknis Perencanaan 2026

17. Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan
Data Kinerja 2026

18. Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal
2026

19. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026

20. | Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025

21. | SOTK

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

/

Evaluator,
(WAHYUNI, SE, FRMP )
REVISI BERJENJANG 1
Ketua Tim Dainis Wanjab jl
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